
tcntang
Rcpublik

Lembaran

4. Undang-Uridang Nomor .23 Tahun 2014
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Ncgara Republik Indonesia Nomor 5587);

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tah un 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang
Perbendaharaan Ncgara (Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementcrian Ncgara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

a. bahwa untuk mcnyesuaikan perubahan peraturan
perundang undangan dalarn pclaksanaan kegiatan dan
anggaran, perlu disusun pcdoman pelaksanaan kcgiatan
dan anggaran di lingkungan Kementerian Dalam Ncgeri;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tah un 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
per lu mengatur lebih lanjut pelaksanaan anggaran atas
bagian anggaran yang menjadi tanggung jawab Mcnteri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalarn huruf a dan b, perlu mcnetapkan
Pcraturan Menteri Dalarn Negeri tentang Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan
Kernenterian Dalam Negeri.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TENTANG

Mengingat

Mcnirnbang

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAI-ItJN 2015

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pernbangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5423);

8. Peraturan Pemerintah Nornor 64 Tahun 2013 ten tang
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Dalam Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
158);

9. Peraturan Pemerintah Nornor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

10.Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan BarangjJasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
155);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120jPMK.06j2007
tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan
Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
30 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 459);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
di Lingkungan Kem.enterian Dalam Negeri (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113jPMK.05j2012
tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
678);

\. ., •



3. Satuan Kcrja adalah bagian dari suatu unit organisasi
pada Kcmentcrian Dalam Ncgeri dan Pemcrintah Daerah
yang rnclaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari
suatu program Kernenterian Dalam Negeri serta merniliki
kewenangan dan tanggung jawab pcnggunaan anggaran.

2. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang selanjutnya
disingkat PAjPB, adalah Menteri Dalam Negeri yang
bertanggung jawab atas pengelolaan/penggunaan
anggaran/barang Kementerian Dalam Negcri.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya

disingkat DIPA adalah dokumen. pelaksanaan anggaran
yang digunakan sebagai aeuan Pengguna Anggaran yang
digunakan aeuan Pengguna Anggaran dalam
melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai
pelaksanaan APBN.

Pasal 1

BAB I
KETENTUANUMUM

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI
DALAMNEGERI NOMOR TAHUN2014 TENTANGPEDOMAN
PELAKSANAANKEGIATANDANANGGARANDI LINGKUNGAN
KEMENTERIANDALAMNEGERI.

MEMUTUSKAN:

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
1191);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013
tentang Kcdudukan dan Tanggung Jawab Bendahara
pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pcndapatan dan
Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nornor 1350);

17. Peraturan Mentcri Keuangan Nomor 171/ PMK.02 / 2013
tcntang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pernerintah Pusat; dan

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.02/20 14
ten tang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40).

Menetapkan

I '



14. Bendahara Penerimaan adalah pegawai negeri sipil pada
satuan kerja yang telah mempunyai sertifikat bendahara
yang dit.unjuk clan discrahi tugas oleh kepala satuan kerja
untuk mcrierrrna, menyimpan, menyetorkan,

13. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN
adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan
fungsi BUN.

12. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang
selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian
atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah
pembayaran.

11. Pejabat Pembuat Komitrnen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan
PAl KPAuntuk mengambil keputusan darr/ atau tindakan
yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

10. Pejabat pemungut penerimaan negara aclalah Pejabat yang
bertugas melakukan pemungutan dan penyetoran
penerimaan negara pada satuan kerja di lingkungannya
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya clisingkat KPB,
adalah pejabat yang berwenang clan bertanggungjawab
melakukan pengawasan dan pengendalian atas
penggunaan barang milik negara yang ada dalam
pengawasannya.

8. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat
KPA, aclalah Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA
un tuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung
jawab penggunaan anggaran pada Kementerian
Negare / Lernbaga yang bersangkutan.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja di Provinsi yang
melaksanakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Lingkup Kementerian Dalam Negeri, dan Satuan Kerja di
Kabupaten/Kota yang melaksanakan Tugas Pembantuan
lingkup Kementerian Dalam Negeri yang dibiayai dari DIPA
Kementerian Dalam Negeri.

6. Satuan Kerja Pusat adalah unit organisasi Eselan I yang
melaksanakan program yang dibiayai dari DIPA
Kernenterian Dalam Negeri.

5. Kepala satuan kerja pusat, UPT, dan satuan kerja
perangkat daerah, adalah Pejabat yang bertanggungjawab
atas pelaksanaan program yang dibiayai dari DIPA pada
. Satuan Kerja,

4. Unit Pelaksaria Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT,
adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian
Dalam Negeri.

"



22. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut
Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan
langsung kepada Bendahara Pengeluaranjpenerirna hak
lainnya alas dasar perjanjian kerja, surat keputusan,
surat tugas alau surat perintah kerja lainnya melalui
penerbilan Surat Perintah Membayar Langsung.

21. Tambaban Dang Persediaan yang selanjutnya disingkat
TUP adalah uang rnuka yang diberikan kepada Bendahara
Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak
dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu DP yang telah
ditetapkan.

20. Dang Persediaan yang selanjutnya disingkat DP adalah
uang rrruka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan
kepada Bendahara Pengeluaran untuk mernbiayai
kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja atau
mernbiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya
tidak rrrungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran
langsung.

19. Panitiaj Pejabat Penerima Hasil Pekcrjaan adalah
Panitiaj Pejabat yang ditetapkan oleh PAj KPA yang
bertugas memeriksa dan menerima hasil pckerjaan.

18. Tim Penguji adalah para pegawai negeri sipil di lingkungan
satuan kerja pusat dan DPT, yang ditunjuk oleh kepala
satuan kerja berada di bawah PPSPM,yang diserahi tugas
untuk melakukan penelitian dan pengujian atas SPP
beserta c1ukumenbukti pendukungnya.

17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya
disingkat PPTK, adalah pejabat yang membantu pejabat
yang mengambil tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran atas beban belanja Negara atau PPK dalam
melaksanakan kegiatan yang dibiayai dalam DIPAj
rencana./ indikator kerja serta tahapan penarikan
anggaran pacla masing-masing satuan kerja.

16. Bendahara Pengeluaran Pembantu, yang selanjutnya
disingkat BPP, adalah pegawai negeri sipil pada satuan
kerja yang telah mempunyai sertifikat bendahara yang
ditunjuk untuk mcmbantu bendahara pengeluaran untuk
melaksanakan pernbayaran kepada yang berhak guna
kelancaran pclaksanaan kegiatan tertentu.

15. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai negeri sipil pada
satuan kerja yang telah mempunyai sertifikat beridahara
yang ditunjuk untuk menenma, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang atau barang untuk
keperluan belanja negara dalam rangka pclaksanaan DIPA
satuan kerja.

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
penerimaan negara bukan pajak.
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32. Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang
Pcrsediaan, yang sclanjutnya disingkat SPP-GUP, adalah
dokurrien pcrmintaan pcmbayaran yang
dibuat / diterbitkan oleh PPK yang digunakan sebagai

31. Surat Perrnintaan Pembayaran Tambahan Uang
Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-TUP, adalah
dokumen yang dibuatj diterbitkan oleh PPK untuk
permintaan pembayaran tambahan uang persediaan.

30. Sur at Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, yang
selanjutnya disingkat SPP-UP, adalah dokumen yang
dibua t / diterbitkan oleh PPK untuk permintaan
pembayaran uang persediaan.

29. Surat Perrniritaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat
SPP, adalah dokumen yang dibuat ' diterbitkan oleh PPK
dan disampaikan kepada PA/KPA atau pejabat lain yang
ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya
diteruskan kepada PPSPMberkenaan.

28. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK
adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disirripan
dalam media penyimpanan digital.

27. Petunjuk Operasional Kegiatan, yang selanjutnya
disingkat POK, adalah dokumen yang dibuat oleh
Menteri/ Ketua Lembaga atau Kepala Satuan Kerja yang
berisi petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dalam DIPA
sebagai pengendali operasional kegiatan.

26. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS
adalah daftar perkiraan buku besar meliputi kode dan
uraian organisasi, fungsi dan sub fungsi, program,
kegiatan, output, bagian anggaran/unit organisasi
eselon I/Satuan Kerja dan kode perkiraan yang
ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk
memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta
pertanggungjawaban dan laporan keuangan pemerintah
pusat. .

25. Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang
telah ditetapkan berdasarkan APBN dan disahkan dalam
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

24. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang
selanjutnya disingkat RKA-KL, adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan
kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan
penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana
Strategis Kement.erian/ Lembaga yang bersangkutan dalam
satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan
untuk melaksanakannya.

23. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya
disebut Renja-KL, adalah dokumen perencanaan
kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
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42. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik
Negara, yang selanjutnya disingkat SIMAKBMN, adalah
Subsistem dari SAlyang merupakan serangkaian prosedur
yang saling berhubungan untuk mcngolah dokumcn
surnber dalam rangka menghasilkan informa.si untuk
penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan
manajerial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
per'uridang-uridangan.

41. Sistem Akuntansi dan Pclaporan Keuangan lnstansi yang
selanjutnya disebut SAl adalah serangkaian prosedur
manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai
dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan
pada kementerian negaray lembaga.

40. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya
disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh
PPSPMuntuk mencairkan dana yang bersumber dari DlPA
dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima
hak/ Bendahara Pengeluaran.

39. Surat Perintah Mernbayar Penggantian Uang Persediaan
Nihil yang selanjutnya disebut SPM-GUP Nihil adalah
dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM sebagai
pcrtanggungjawaban UP yang membebani DlPA.

38. Surat Pcriritah Membayar Penggantian Uang Persediaan
yang selanjutnya disebut SPM-GUPadalah dokumen yang
diterbitkan oleh PPSPM dcngan membebani DlPA, yang
dananya dipergun akan untuk menggantikan UP yang
telah dipakai.

37. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan
yang selanjutnya disebut SPM-TUPadalah dokumen yang
diterbitkan oleh PPSPMuntuk mencairkan TUP.

36. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang
selanjutnya disebut SPM-UP adalah dokumen yang
diterbitkan oleh PPSPMuntuk mencairkan UP.

35. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk
rnencairkan dana yang bersumber dari DlPA.

34. Surat Perrnintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya
discbut SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh
PPK, dalam rangka pembayaran tagihan kcpada penerima
hak / Bendahara Pengeluaran.

33. Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang
Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPP-GUP Nihil
adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi
pertanggungjawaban UP.

pertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaan.
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(2) Menteri selaku PA/PB mernpunyai tugas dan kewenangan:
a. menetapkan pejabat KPA/KPB pada satuan kerja

pusat dan UPT;
b. menetapkan Pejabat Perbendaharaan Negara lainnya;
c. menetapkan rencana umum pengadaan barang/jasa;
d. mcngumurnkan secara luas rencana umum pengadaan

paling sedikit di website Kementerian Dalam Negeri;
e. menetapkan:

1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada
Periunjukan Langsung untuk paket Pengadaan
Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya
dcngan nilai diatas Rp100.000.000.000,OO (seratus
miliar rupiah); atau

(1) Menteri adalah PA/PB di lingkungan Kementerian Dalam
Negeri.

Pasa12

Bagian Kesatu
Pengguna Anggaran

BAB II
PELAKSANAANGGARAN

47. Unit Akuntansi Pengguna Barang, yang selanjutnya
disingkat (JAPB, adalah unit akuntansi BMN pada tingkat
kementeriarr/ lembaga yang melakukan kegiatan
penggabungan laporan BMN dari UAPPB-E1, yang
penanggungjawabnya adalah menteri/ pimpinan lernbaga.

46. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I, yang
selanjutnya disingkat UAPPB-E 1, adalah unit akuntansi
BMN pada tingkat Eselon I yang melakukan kegiatan
penggabungan laporan BMN dari UAKPB yang langsung
berada di bawahnya yang penanggungjawabnya adalah
pejabat Eselon 1.

45. Unit Akuntansi. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya
disingkat UAPA, adalah unit akuntansi instansi pada
tingkat kernenterian /Iernbaga (Pengguna Anggaran) yang
melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik
keuangan maupun barang seluruh UAPPA-E1 yang berada
di bawahnya.

44. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I,
yang selanjutnya disingkat UAPPA-E 1, adalah unit
akuntansi instansi yang melakukan kegiatan
penggabungan laporan keuangan maupun barang UAKPA
yang langsung berada di bawahnya.

43. Unit Akuntansi adalah bagian satuan kerja yang bersifat
fungsional untuk melaksariakan fungsi akuntansi dan
pelaporan keuangan/barang instansi yang tcrdiri dari unit
akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang.



(1) Penunjukan KPA atas pelaksanaan dana dekonsentrasi
dilakukan oleh gubernur selaku pihak yang dilirnpahi
sebagian urusan Pernerintah yang rnenjadi kewenangan
Kernenterian j Lernbaga.

Pasa13

(8) Penunjukan KPAtidak terikat periode tahun anggaran.

(7) Menteri dapat rnenunjuk pejabat lain selain Kepala Satuan
Kerja sebagai KPA pada satuan kerja di lingkungan
Kementerian Dalarn Negeri.

(6) Kewenangan PA sebagairnana dirnaksud pada ayat (5)
tidak dapat ciidelegasikan kepada KPA yang bertindak
sebagai PPK atau Kepala ULP.

(5) Kewenangan PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf 1
didelcgasikan kepada KPA.

(4) Dalam hal terjadi perubahan atas penetapan rencana
tirrrum pengadaan barangjjasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c, PA mendelegasikan kepada kepala
satuan kerja atas nama Meriteri selaku PA.

(3) Rencana umum pengadaan barangjjasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
a. Pakct pekerjaan yang akan dilaksanakan;
b. Lokasi pekerjaan;
c. Perkiraari nilai pekerjaan; dan
d. Pagu anggaran.

2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada
Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan
Jasa Konsultansi dengan nilai diatas
Rpl0.000.000.000,OO (sepuluh miliar rupiah).

f. mengawasi pelaksanaan anggaran;
g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
h. mcnyelcsaikan perselisihan antara PPK dengan ULPj

Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbcdaan
pendapat;

1. menjawab sanggah banding;
J. memberikan sanksi pencantuman dalam daftar hitam

kepada penyedia barangjjasa;
k. menyatakan pelelanganj seleksij pemilihan langsung

gagal; dan
l. menyetujui penggunaan rnetode periunjukan langsung,

dalam hal ini pelelanganj seleksij pernilihan langsung
ulang gagal.

I,



Kepala OPT selaku Kepala Satuan Kerja di daerah
mempunyai tugas dan kewenangan:
a. menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara

pengcluaran;
b. menetapkan BPP;
c. menetapkan Unit akuntansi;
d. mengawasi pelaksanaan anggaran;
e. menyusun dan menyampaikan lapor an kcuangan;
f. mengawasi, menyimpan, dan memelihara dokumen; dan
g. menetapkan POK.

Pasa15

Bagian ketiga
Kepa1aUnit Pelaksana Tekriis

Kepala Satuan Kerja Pusat atas nama Mentcri selaku PA
mempunyai tugas dan kewenangan:
a, menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara

penge1uaran;
b. menetapkan BPP;
c. menctapkan Unit akuntansi;
d. mengawasi pelaksanaan anggaran;
e. menyusun dan menyampaikan laporan kcuangan;
f. mengawasi, menyimpan, dan memelihara dokumen;
g. me1akukan perubahan atas penetapan rencana umum

pengadaan barangyja sa atas nama Menteri selaku PA;
dan

h. menetapkan POK.

Pasa14

Bagian Kedua
Kepala Satuan Kerja

(3) Dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran,
Menterr/ Pimpinan Lembaga dapat mcndc1egasikan
penunjukan KPA atas pelaksanaan tugas pcmbantuan
kepada Guberrrur z Bupati/Walikota.

(2) Penunjukan KPA atas pelaksanaan tugas pembantuan
dilakukan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga atas usu1
Gubernur/Bupati/Walikota.

, '



(1)KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan
anggaran yang berada dalam penguasaannya.

(2)Tanggung jawab KPAsebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
meliputi:
a. mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan
rencana penarikan dana;

b. rnerurnuskan standar operasional agar pelaksanaan
pcngadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan tcntang
pengadaan barang/ jasa pemerintah;

c. menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar
proses penyelcsaian tagihan atas beban APBN
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang­
undangan;

d. .melako kan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan
pengadaan barang/jasa sesuai dengan kcluaran (output)
yang ditetapkan dalam DIPA;

Pasal7

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sclain huruf b
bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara pada
satuan kerja pu sat dan UPT sebagaimana dimak sud dalam
pasal 2 ayat (2)huruf b.

(1) KPA/KPB pada satuan kerja pusat dan UPT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaaan
Aset untuk KPAsatuan kerja Sekretariat Jenderal;

b. Kepala Biro Umum untuk KPB satuan kerja Sekrctariat
Jenderal;

c. Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk KPA dan KPB
satuan kerja Inspektorat Jenderal;

d. Sekretaris Direktorat Jenderal untuk KPA dan KPB
satuan kerja Direktorat Jenderal;

e. Sekretaris Badan untuk KPA dan KPB satuan kerja
Badan;

f. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Institut
Pernerintahan Dalam Negeri urituk KPAdan KPB satuan
kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

g. Kepala Pusat Diklat Regional untuk KPAdan KPB satuan
kerja Pusat Diklat Regional;

h. Kepala Balai Bcsar /Balai Pcmberdayaan Masyarakat dan
Desa untuk KPAdan KPBsatuan kerja Balai Besar /Balai
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan

1. Direkrur atau Kepala Bagian Tata Usaha untuk KPAdan
KPB satuan kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri
kampus di daerah.

Pasal6

Bagian Kecmpat
Kuasa Pengguna Anggaran
dan Kua.sa Pengguna Barang
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(1) PPK pada satuan kerja pusat dan UPT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
a. Kepala Biro atau Kepala Pusat untuk satuan kerja

Pasa19

Bagian Kelima
Pejabat Pcmbuat Komitmen

(2) KPA menyampaikan penetapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada:
a. Kepala KPPN selaku Kuasa BUN beserta spesimen tanda

tangan PPSPM dan capy stempel Satuan Kerja;
b. PPSPM disertai dengan spesimen tanda tangan PPK; dan
c. PPK.

(1) KPA sebagaimana dirnaksud pada Pasal 2 ayat (3) memiliki
tugas dan wewenang:
a. menctapkan PPK;
b. menetapkan PPSPM;
c. menetapkan pejabat pengadaan barang/ jasa;
d. menetapkan panitia/ pejabat penerima hasil pekerjaan;
e. menetapkan panitia/ pejabat yang terlibat dalam

pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
f. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana

pencairan dana;
g. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

anggaran Belanja Negara;
h. melakukan perigujian tagihan dan periritah pembayaran

atas beban anggaran negara;
1. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian

pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
J. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang

berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
dan

k. menyusun laporan keuangan dan kirierja sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan.

Pasa18

e. melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan
perjanjiarr/Irontrak pengadaan bararig/jasa dan
pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran
(output) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang
telah ditetapkan;

f. merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban
APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan
dalam DIPA;dan

g. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam
rangka penyusunan laporan keuangan.
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(4)Dalam hal tidak terdapat perubahan pcjabat yang
ditetapkaIi. sebagai PPK pada saat penggantian periodc

(3) Penctapan PPK tidak tcrikat periode tahun anggaran.

(2) PPK sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dapat ditctapkan
1cbih dari 1 (satu).

(1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a
melaksanakan kewenangan KPAmelakukan tindakan yang
mengakibatkan pengeluaran anggaran Be1anja Ncgara
sebagaimana dimaksud da1am Pasal 8 huruf g.

Pasal 10

(2) PPJ( sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara selektif
kareria alasan tertentu dapat didelegasikan kcpada pejabat
struktural satu tingkat di bawahnya dengan keputusan
KPA.

(3)Dalam hal PPK sudah menjabat sebagai KPA, maka PPK
dapat dijabat oleh pejabat struktura1 satu tingkat di
bawahnya, dengan persyaratan :
a. merniliki integritas;
b. memiliki disiplin tinggi;
c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta

manajerial untuk me1aksanakan tugas;
d. mampu merigambil keputusan, bertindak tegas dan

memiliki kcteladanan dalarn sikap perilaku ser ta tidak
pernah terlibat KKN;

e. menandatangani Pakta Integritas;
f. tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat

Perintah Mernbayar (PPSPM)atau Bendahara; dan
g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barangj Jasa.

Sekretariat Jenderal;
b. Sekretaris ln spektorat .Jendcral, Inspcktur Wilayah, dan

Inspektur Khusus untuk satuan kerja Inspektorat
Jenderal;

c. Sckretaris Direktorat Jenderal dan Direktur untuk
satuan kerja Direktorat Jenderal;

d. Sekretaris Badan dan Kepala Pusat untuk satuan kerja
Badan;

e. Kepala Biro untuk Satuan Kerja Institut Pemerintahan
Dalam Negeri;

f. KepaIa Bagian Tata Usaha untuk satuan kerja Pusat
Diklat Regional;

g. Kepala Bagian Tata Usaha untuk Satuan Kerja Balai
Besar Pcmhcrdayaan Masyarakat dan Desa;

h. Kopala BagianjKepala Sub Bagian untuk Satuan Kerja
Institut Pernerintahan Dalam Negeri kampus di daerah;
dar.

1. Kepala Sub Bagian untuk Satuan Kerja Balai
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



(3) Pcnyusurian rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan dengan:
a. rncnyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan dan

rencana penarikan dana kepada Kepala Satuan Kerja;
b. menyusun perhitungan kebutuhan UP/TUP sebagai

dasar pembuatan SPP-UP/TUP; dan
c. mengusulkan revisi POKjDIPA kepada Kepala Satuan

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) PPI{dibantu oleh PPTK.

(1) Dalam rangka melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran Belanja Negara sebagaimana
dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf g, PPK memiliki tugas dan
wewenang:
a. menetapkan PPTK;
b. menyusun rencana pelaksanaan Kegiatan dan rencana

pencairan dana;
c. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
d. mernbuat, menandatangani dan melaksanakan

perjanjian dengan Penyedia Barang/ Jasa;
e. melaksanakan Kegiatan swakelola;
f. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perJanJIan

yang dilakukannya;
g. mengendalikan pelaksanaan perikatan;
h. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak

tagih kepada negara;
1. membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain

yang dipersarnakan dengan SPP;
J. melapork:an pelaksanaarr/ penyelesaian Kegiatan kepada

KPA;
k. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan Kegiatan

kepada KPAdengan Berita Acara Penyerahan;
l. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen

pelaksanaan Kegiatan;
m. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang

berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran Belanja Negara; dan

n. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan
Barangy.Jasa yang meliputi:
1) spesifikasi teknis Barang/ J asa
2) Harga Perkiraan Sendiri (BPS); dan
3) rancangan Kontrak.

Pasal 11

(6) PPK yang penunjukannya berakhir dan/ atau diganti harus
menyelesaikan seluruh administrasi keuangan yang
menjadi tanggung jawabnya.

tahun anggaran, penetapan PPK tahun anggaran yang lalu
masih tetap berlaku.

(5) Jabatan PPK tidak boleh dirangkap oleh PPSPM dan
bendahara.
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PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b
meliputi:
a. Kepala Bidang/Bagian Keuangan Satuan Kerja Sekretariat

Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan;
b. Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan untuk satuan

kerja Inspektorat .Jenderal;
c. Kepala Bagian Tata Usaha untuk satuan kerja Pusat Diklat

Regional;
d. Kepala Bagian Tata Usaha untuk satuan kerja Balai Besar

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk Balai Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa untuk satuan kerja Balai
Pcmberdayaan Masyarakat dan Desa; dan

f. Kopala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
untuk satuan kerja Institut Pcmerintahan Dalarn Negcri
kampus eli daerah.

Pasal 13

Bagian Keenam
Pejabat Penaridatangan Surat Perin tah Mernbayar

(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1)
huruf h dilakukan dengan membandingkan kesesuaian
an tara surat bukti yang akan disahkan dan barang/ jasa
yang diserahterimakarr/ diselesaikan serta spesifikasi teknis
yang dipersyaratkan dalam dokumen perikatan.

(1) PPK bertanggung jawab atas keberiarari materiil,
keabsahan, dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti
mengenai hak tagih kepada negara.

Pasal 12

Kerja.

(4) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenan? sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h, PPK rnenguji:
a. kelengkapan dokumen tagihan;
b. kebenaran perhitungan tagihan;
c. kebenaran data pihak yang berhak menenma

pembayaran atas beban APBN;
d. kesesuaian spesifikasi teknis clan volume barangj jasa

sebagaimana yang tercantum dalam perjanjianjkontrak
dengan barangjjasa yang discrahkan olch penyedia
barangj jasa;

e. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/ jasa
sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah
terima barang /jasa dengan dokumen perjanjianjkontrak;
dan

f. ketepatan jangka waktu penyele saian pckerjaan
sebagaimana yang tercantum pada dokumen ser ah
terima barang/jasa derigan dokumcn perjanjian r kontr ak.



(1) Pengujian tcrhadap SPP beserta dokumen pendukung yang

Pasal 16

(2) Dalam menerbitkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d, PPSPMmelakukan hal-hal sebagai berikut:
a. mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, dana
UPITUP, dan sisa dana UPITUP pada kartu pengawasan
DIPA;

b.mcnandatangani SPM; dan
c. memasukkan Personal Identification Number (PIN)
PPSPM sebagai tanda tangan elektroriik pada Arsip Data
Komputer SPM.

(1) Dalam rangka melakukan pengujian tagihan dan per in tah
pernbayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
huruf h , PPSPM memiliki tugas dan wewenang:
a. menguji kebenaran SPP atau dokumen lain. yang

dipersamakan dengan SPP beserta dokumen
pendukung;

b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak
memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

c. membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah
disediakan;

d. menerbitkan SPM atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SPM;

e. menyimpan dan menjaga keutuhan se1uruh dokumen
hak tagih;

f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah
pembayaran kepada KPA;dan

g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang
berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah
pembayaran.

Pasal 15

(5) Jabatan PPSPM tidak boleh dirangkap oleh PPK dan
beridahara.

(4) Dalam hal tidak terdapat perubahan pcjabat yang
ditetapkan sebagai PPSPM pada saat penggantian periode
tahun anggaran, penetapan PPSPM tahun anggaran yang
1alu masih tetap berlaku.

(1) PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf
b melaksanakan kewenangan KPAmelakukan memberikan
supervlsl, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan
kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (1) huruf i.

(2) PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
ditetapkan 1 (satu) PPSPM.

(3) Penetapan PPSPM tidak terikat periode tahun anggaran.

Pasal 14
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(1) PPTl( scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf

Pasal 18

Bagian Ketujuh
Pejabat Pelaksana Teknis Kcgiatan

(2) PPSPM mcnyampaikan laporan bulanan kcpacla KPA
sekurang-kurangnya:
a. jumlah SPP yang diterima;
b.jumlah SPM yang cliterbitkan; dan
c. jurnlah SPP yang tidak dapat diterbitkan SPM.

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksucl dalam
Pasal 15, PPSPM bertanggung jawab atas:
a. kebcnaran, kclcngkapan, clan keabsahan aclministrasi

terhaclap dokumen hak tagih pembayaran yang menjacli
dasar penerbitan SPM clan akibat yang timbul dari
pengujian yang dilakukannya; clan

b. ketepatan jangka waktu penerbitan dan penyampaian
SPM kepada KPPN.

Pasal 17

(2) Pengujian kocle BAS sebagaimana dimaksucl pada ayat (1)
huruf d termasuk menguji kesesuaian an tara pembebanan
kode mata .anggaran pengeluaran (akun 6 cligit) clengan
urmannya.

dilakukan oleh PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (1) huruf a meliputi:
a. kelengkapan dokumen pendukung SPP;
b.kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda
tangan PPK;

c. kebenaran perigisian format SPP;
d.kesesuaian kode BAS pada SPP dengan
DIPA/ POKj Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja;

c. keterscdiaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan
DIPAjPOK/Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja;

f. kebenaran formal dokumenj surat kepurusan yang
mcnjadi persyaratanjkelengkapan pembayaran belanja
pegawai;

g. kebenaran formal dokumenj surat bukti yang menjadi
persyaratanjkelengkapan sehubungan dengan
pengadaan barangj jasa;

h.keberiaran pihak yang berhak menerima pembayaran
pada SPP sehubungan dengan perjanjian ' kontrakj surat
keputusan;

i. kebenaran pcrhitungan tagihan serta kewajiban di
bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak
tagih;

j. kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran
kepacla negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih
kepacla negara; clan

k.kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan
pembayaran dalam perjanjianjkontrak.



(3)Beridahara Penerimaan bertanggung jawab secara
fungsional atas pengelolaan uang Pendapatan Ncgara yang
menjadi tanggung jawabnya kcpada Kuasa BUN.

pribadi
dalam

(2)Benda hara Penerimaan bertanggung jawab sccara
atas uang Peridapatan Negara yang berada
pengelolaannya.

(1) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasa14 huruf a mernpunyai tugas:
a. menerirna, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan

dan mempertanggungjawabkan pcnerimaan negara
bukan pajak yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. bertanggungjawab secara administrasi kcpada KPA;dan
c. buku kas umum bendahara penerimaan ditutup dan

ditandatangani oleh bendahara penenmaan dan
diketahui KPA.

Pasal 19

Bagian Kedelapan
Bendaliara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan BPP

(4)Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun
dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan
pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan perundang­
undangan.

(3) PPTKmcmpunyai tugas:
a. merigendalikan pelaksanaan kegiatan;
b. mcnyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan;

c. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
d. menguji clan menandatangani surat bukti mengenai hak
tagih kepada negara;

e. membuat dan menandatangani SPP;
f. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan; dan

g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang
berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan
pengcluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Selain PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dapat
ditarribah pejabat' staf sebagai PPTK dalam satu unit
pengelola kcgiatan dan anggaran pada satuan kerja pusat
dan UPT.

a pada satuan kerja pusat, UPT, dan SKPD pelaksana
Dekonscntrasi dan Tugas Pembantuan rnerupakan pejabat
struktural satu tingkat di bawah dan dalam unit kerja yang
sama dengan PPK.

"



(1)Bendahara Pengcluaran tidak terikat periode tahun
anggaran.

(2)Bendahara Pengeluaran tidak dapat merangkap sebagai
KPA,PPKatau PPSPM.

(3)Dalam hal Bendahara Pengeluaran dipinc1ahtugaskan/
pensiun/ dibcrhentikan dari jabatannya.' berhalangan
semen tara, Kepala Satuan Kerja atas nama Mcnteri atau
Gubernur untuk pe1aksana Dekonsentrasi dan Tugas

Pasa121

(4)Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab sccara
fungsional atas pengelolaan uang/ surat berharga yang
menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa BUN.

pribadi
dalam

(3)Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab sccara
atas uang/ surat berharga yang berada
pengelolaannya.

(2)Pengujian dan Pembayaran sebagaimana dirnaksud pada
ayat (1) buruf b meliputi:
a. meneliti ke1engkapan perintah pembayaran yang

diter bitkan oleh PPK;
b. perneriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi:

1) pihak yang clitunjuk untuk menerima pembayaran;
2) nilai tagihan yang harus dibayar;
3) jadwa1 waktu pembayaran; dan
4) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

c. perneriksaan kesesuaian pcncapaian keluaran an tara
spesifikasi teknis yang disebutkan da1am penerimaan
barang /jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan
dalam dokumen perjanjian zkoritrak; dan

d. pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode
mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit).

dan
dalam

(1)Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasa14 buruf a mernpunyai tugas:
a. menenma, menyimpan, menatausahakan,

membukukan uang/ surat berharga
pengelolaannya;

b. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan
perintah PPK;

c. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi
persyaratan untuk dibayarkan;

d. mclakukan pemotongan/ pemungutan penenmaan
negara dari pembayaran yang dilakukannya;

e. mcnyetorkan pemotongan/ pemungutan kewajiban
kepada negara ke kas negara;

f. mengelola rekening tempat penyimpanan UP;
g. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

kepacla Kepala KPPNselaku kuasa BUN; dan
h. membukukan, mcnutup dan menandatangani Buku Kas

Umum diketalrui KPA.

Pasa120
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Pasal25

Bagian Kcsembilan
Pejabat Pengelola Adrninistrasi Belanja Pegawai

(3)BPP bertanggung jawab secara pribadi atas uang yang
berada dalam pengelolaannya.

(1) BPP melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang yang
berada dalam pengelolaannya.

(2) Pelaksanaan tugas kebendaharaan atas uang yang dikelola
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), mcliputi:
a. menerirna dan menyimpan UP;
b. mclakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan

yang dananya bersumber dari UP;
c. melakukan pembayaran yang dananya ber surnber dari

UP berdasarkan perintah PPK;.
d. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi

persyaratan untuk dibayarkan;
C. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran

yang clilakukannya atas kewajiban kepada negara;
f. menyetorkan pernotongany pemungutan kewajiban

kcpada ncgara ke kas ncgara;
g. meriatausahakan tran saksi UP;
h. menyelenggarakan pembukuan trarisaksi UP; dan
1. mengelola rekening temp at penyimpanan UP.

Pasa124

(1) Dalam rneningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
anggaran, kcpala Satuan Kerja dapat menunjuk beberapa
BPP sesuai kebutuhan.

(2)BPP harus menyarnpaikan laporan pertanggungjawaban
kepada Bendahara Pengeluaran.

(3)BPP melakukan pembayaran atas UP yang dikelola sesuai
pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b.

Pasal23

Bendahara Pcngeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan
atas uang / surat berharga yang bcrada dalam pcngclolaannya
rneliputi:
a. Uang/ surat berharga yang bera sal dari UP dan Pernbayaran

LS melal ui Bendahara Pengeluaran; dan
b. Uang/ surat berharga yang bukan berasal dari UP, dan

bukan berasal dari Pembayaran LS yang bersurnber dari
APBN.

PengcluaranBendahararncnetapkanPernban tuan
pengganti.

(4)Bendahara Pengeluaran yang dipindah tugaskan / pensiun /
diberhentikan dari jabatannya zber halangan sernentara
harus rnenyclesaikan seluruh adrninistrasi keuangan yang
rnenjadi tanggung jawabnya.

Pasal 22

, '



(1)UAPAjUAPB scbagaimana dirnaksud dalarn Pasal 26 huruf
a, melalcukan fungsi akuntansi dan pclaporan keuangan

Pasa127

Untuk melaksanakan SAl diberituk:
a. UAPAjUAPByang ditetapkan oleh Menteri;
b. UAPPA-E1jUAPPB-E1 yang ditetapkan oleh kepala unit

Eselon I; dan
c. UAKPAjUAKPByang ditetapkan olch KPAjKPB.

Pasa126

BABIII
PELAKSANAAKUNTANSI

(2) PPABP bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi
belanja pegawai kepada KPA.

(3) PPABP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki
tugas:
a. melakukan pencatatan data kepcgawaian secara

elektronik danj atau manual yang berhubungan dengan
belanja pegawai secara tertib, teratur, dan
berkesinambungan;

b. melakukan penatausahaan dokumen terkait keputusan
kepegawaian dan dokurnen pendukung lainnya
dalarn dosir setiap pegawai pada Satuan Kerja yang
bersangkutan secara tertib dan teratur;

c. rncrnproses pembuatan Daftar Gaji Induk, Gaji Susulan,
Kekurangan Gaji, Uang Duka WafatjTewas, Terusan
Penghasilanj Gaji, Uang Muka Gaji, Uang Lembur, Uang
Makan, Honorarium, Vakasi, dan pcmbuatan Daftar
Permintaan Perhitungan Belanja Pegawai lainnya;

d. memprose s pembuatan Surat Kctcrangan Penghentian
Pembayaran (SKPP);

e. memproses perubahan data yang tercantum pada Surat
Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga
setiap awal tahun anggaran atau sctiap terjadi
perubahan susunan keluarga;

f. menyampaikan Daftar Permintaan Belanja Pegawai,
ADK Perubahan Data Pegawai, ADK Belanja Pegawai,
Daftar Perubahan Data Pegawai, dan dokumen
pendukungnya kepada PPK;

g. mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai
Perorangan setiap awal tahun danj atau apabila
diperlukan; dan

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan
dengan penggunaan anggaran belanja pegawai.

(1)KPA mcngangkat PPABP untuk membantu PPK dalam
mengelola adrninistrasi belanja pegawai.

, ,



(3) Unit Akuntansi KPAsatuan kerja UPT berada pad a:
a. Bagian Tata Usaha Pusat Diklat Regional;
b. Bagian Tata Usaha Balai Besar Pernbcrdayaari

Masyarakat dan Desa;

(2) Unit Akuntansi KPAsatuan kerja pusat bcrada pada:
a. Bidang Keuangan Sekretariat Jcnderal Pusat

Adrninistrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat
Jenderal;

b. Bagian Tata Usaha dan Keuangan Sekretariat Inspektorat
Jenderal;

c. Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal;
d. Bagian Keuangan Sekretariat Badan; dan
e. Bagian Keuangan Biro Administrasi Umum clan

Keuangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

(1) Unit Akuntansi KPA/KPB sebagaimana dirnaksud dalarn
Pasal 26 huruf c, melaksanakan fungsi akuntansi dan
pelaporan keuangan/barang yang dikelola oleh KPA/KPB.

Pasa129

(3)UAPPB-El sebagairnana dimaksud pada pasal 26 huruf b
berada pada:
a. Bagian Rumah Tangga Biro Urnurn Sekretariat Jenderal;
b. Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal;
c. Bagian Urnum Sekretariat Direktorat Jenderal; dan
d. Bagian Umurn Sekretariat Badan.

(2) UAPPA-El sebagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf b
berada pada:
a. Bidang Keuangan Sekretariat Jenderal Pusat

Adrninistrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat
Jenderal;

b. Bagian Tata Usaha dan Keuangan Sekretariat
Inspektorat Jenderal;

c. Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal; dan
d. Bagian Keuangan Sekretariat Badan.

(1) UAPPA-El/UAPPB-El sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 huruf b, mcle.ksariakan fungsi akuntansi dan pelaporan
keuangan/barang pada unit kerja Eselcn I yang rnencakup
anggaran/barang pada satuan kerja pusat, UPT dan SKPD
yang dananya berasal dari unit kerja Eselon I yang
bersangku tan.

Pasa128

(2)UAPA/UAPB sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1)
berada eli Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan
Aset Sekretariat Jenderal Kementerian Dalarn Negeri.

dan barang di tingkat kernenterian.

"



(1) Pelaksariaan kegia.tan dan pcnggunaan anggaran pada DIPA
yang mcngakibat.kan pcngeluaran ncgara, dilakukan
melalui pcmbtiatan komitmen.

Pasal 31

Bagian Kcsatu
Pembuatan Komitmen

BABry

PENYELESAIANTAGIHANNEGARA

(1) Pejabat Unit Akuntansi KPA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan olch masing­
masing KPApada satuan kcrja pusat dan UPT.

(2) Pcjabat Unit Akuntansi KPB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (4) ditetapkan oleh masing masing Kepala
Satuan Kerja Pusat.

(3) Pejabat Unit Akuntansi KPB satuan kerja UPT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) ditetapkan oleh masing­
masing kepala UPT.

Pasal30

(7)Unit Akuntansi KPADekonscntrasi dan Tugas Pcmbantuan
berada pada masing-masing SKPD yang mcndapat alokasi
dana dirnaksud.

(6)Unit Akuntansi KPApada SKPD dapat dijabat olch pejabat
penatausahaan kcuangan masing-rnasing SKPD.

(5)Unit Akuntansi KPB satuan kerja UPTberada pada:
a. Bagian Tata Usaha Pusat Diklat Regional;
b. Bagian Tata Usaha Balai Besar Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa;
c. Sub Bagian Tata Usaha Balai Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa: dan
d. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Institut

Pemerintahan Dalam Negeri kampus di daerah.

(4)Unit Akuntansi KPB satuan kerja pusat berada pada:
a. Bagian Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Jenderal;
b. Bagian Umurn Sekretariat Inspektorat .Jcridcral ;
c. Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal;
d. Bagian Urnurn Sekretariat Badan; dan
e. Bagian Urriurn Biro Adrninistrasi Umum dan Keuangan

Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

c. Sub Bagian Tata Usaha Balai Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa; dan

d. Sub Bagian Adrninistr asi Umum dan Kcuangan Institut
Pemerintahan Dalam Negeri Kampus di daerah.

"



(2)Ketentuan mengenai batas nilai tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam
Peraturan Perundang-undangan yang mcngatur tentang

(1)Berrtuk perjanjian jkontrak untuk pengadaan barang/jasa
sampai dengan batas nilai tcrtentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dapat berupa
bukti-bukti pernbeliarr/ pembayaran.

Pasa134

(1) Penandatanganan perjanjian/kontrak atas pelaksanaan
pengadaan barang/jasa sebagai tindak lanjut atas
pelaksanaan lelang dilakukan setelah DIPA tahun anggaran
berikutnya disahkan dan berlaku efektif.

(2)Dalam hal biaya proses pelclangan dalam rangka
pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (2) dan ayat (4) tidak dialokasikan pada
tahun anggaran berjalan, biaya proses pelelangan
dimaksud dapat dialokasikan pada DIPA tahun anggaran
berjalan dengan melakukan revisi DIPA sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang
revisi DIPA.

Pasa133

(2)Biaya proses pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk jenis belanja modal dialokasikan dalam belanja
modal tahun anggaran berjalan.

(3)Realisasi belanja atas alokasi anggaran biaya proses
pelelangan yang berasal dari belanja modal pada tahun
anggaran berjalan, dicatat dalam neraca sebagai Konstruksi
Dalam Pengerjaan (KDP).

(4)Biaya proses pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk jenis belanja barang/bantuan sosial dialokasikan
dalam belanja barang tahun anggaran berjalan.

(5) Proses lelang pengadaan barang /jasa yang dibiayai melalui
dana tahun anggaran berjalan dilaksanakan oleh panitia
pengadaan yang dibentuk pada tahun anggar&n berjalan.

(1) Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dapat memulai proses pelelangan dalam rangka pengadaan
barang/jasa sebelum DIPA tahun anggaran berikutnya
disahkan dan berlaku efektif setelah rencana kerja dan
anggaran Kementerian Dalam Negeri disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.

Pasa132

(2) Pemb'uatan kornitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam bentuk:
a. Perjanjianj kontrak untuk pengadaan barang/jasa;

darr/ atau
.b. Penetapan keputusan.

"'.



(1) Pcnyelesaian Tagihan atas Beban APBN dilakukan dcngan
SPP yang mcliputi:
a. SPP-UP;
b. SPP-TUP;
c. SPP-GUP;
d. SPP untuk pengadaan tanah;

PasaI38

Bagian Kedua
Penerbitan SPP

(2)Penetapan keputu san dilalcukan oleh pejabat yang
berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang­
undangan yang mengatur tentang pengadaan bararig/ jasa
pemerin tah.

(1) Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang
mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk:
a. pelaksanaan belanja pegawai;
b. pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara

swakelola;
c. pelaksanaan kegiatan swakelola, termasuk pembayaran

honorarium kegiatan; atau
d. belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk

uang kepada penerima bantuan sosial.

Pasa137

dimaksud pada ayat (1),
ketentuan peraturan
pengadaan barang /jasa

(2)Pcrjanjiarr/ kontrak sebagaimana
dilaksanakan berdasarkan
perundang- undangan mengeriai
pemerintah.

(1) Perjanjian/kontrak atas pengadaan barang/jasa dapat
dibiayai sebagian atau seluruhnya dengan rupiah rrrurrn
dan/ atau pinjaman dan/ atau hibah.

Pasa136

(2)Perjanjian/ koritrak yang pelaksariaan pekerjaannya
membebani DIPA lebih dari 1 (satu) tahun anggaran
dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri
Keuangan.

(3)Persetujuan atas perjanjian z kontrak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan dalam Peraturan
Perundang-undangan yang mengatur ten tang Tata Cara
Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jarnak dalam
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

(1) Perjanjian r kontrak pengadaan barang /jasa hanya dapat
dibcbankan pada DIPAtahun anggaran berkeriaan.

Pasa135

pengadaan barang/ jasa pemerin tah.

, .



(1) Tagihan atas pengadaan barang/ jasa darr/ atau
pelaksanaan kegiatan yang membebani APBN diajukan
dengan surat tagihan oleh penerima hak kepada PPKpaling
lambat 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih
kepada ncgara.

(2)Dalam hal 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih
kepada negara penerima hak belum mengajukan surat
tagihan, PPK segera mernberitahukan secara tertulis
kepada penerirna hak untuk mengajukan tagihan.

(3)Pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pacla ayat (2)
disertai penjelasan seem-a tertulis kepada PPK alas
keterlarnbatan pengajuan tagihan.

Pasa140

Bagian Kesatu
Pengajuan Tagihan kepada PPK

BABV

BATASWAKTUPENYELESAIANTAGH-IAN

(1) Basil perigujian atas SPP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 dituangkan dalam check: list yang diparaf oleh
paling sedikit 2 (dua) orang penguji serta ditandatangani
aleh pejabat penguji SPPIpenandatangan SPM.

(2)Hasil pengujian atas SPP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 dapat berupa penolakan atau persetujuan.

(3)Pejabat penguji SPPIpenandatangan SPM merninta nota
persetujuan kepada KPAatas SPP yang disetujui.

(4)Dalam hal hasil pengujian atas SPP berupa pcnolakan , SPP
dikembalikan kepada pejabat yang mengajukan SPP.

Pasa139

(2)SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilcngkapi
dengan dokumen pendukung administrasi yang meliputi:
a. berita acara serah terirna hasil pekerjaan;
b. berita aeara penyerahan hasil pekerjaan;
c. berita acara pernbayaran;
d. kuitansi yang ditandatangani oleh PPK, PPTK dan

bcndahara;
e. faktur pajak beserta surat setoran pajak yang

ditandatangani wajib pajak;
f. jaminan bank;
g. dokumen yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak

dan / atau SPK; dan
h. ringkasan kontrak darr/ atau SPI<:.

lcmbur dane. SPP-LS untuk pembayaran
honor /vakasi;

f. SPP-LS non belanja pegawai; dan
g. SPP untuk pcnerimaan negara bukan pajak.

, '
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Bagian Kelima
Pengujian SPP dan Penerbitan SPM

Pasa144

SPP-GUP disampaikan kcpada PPSPM paling lambat 5
(lima) hari kerja setelah bukti-bukti pcndukung diterima
secara lengkap dan benar.

Pasa143

Bagian Keempat
Penyelesaian SPP-GUP

(1) SPP-LS untuk pcmbayaran belanja pegawai diterbitkan oleh
PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat
4 (empat) hari kcrja setelah dokurnen pendukung diterima
secara lengkap dan benar.

(2) SPP-LS untuk pcmbayaran gaji indukjbulanan ditcrbitkan
oleh PPK dan disarnpaikan kepada PPSPM paling lambat
tanggal 5 sebelurn bulan pembayaran.

(3) Dalam hal tanggal 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan hari libur at au hari yang dinyatakan libur,
penyampaian SPP-LS kepada PPSPM dilakukan paling
lamb at pada hari kerja sebelurn tang gal 5.

(4) SPP-LS untuk pcmbayaran non belanja pegawai diterbitkan
oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling
lambat 5 (lima) hari kerja setclah dokumen pendukung
diter irna secara lcngkap dan benar dari penerima hak.

Pasa142

Bagian Ketiga
Penyelesaian SPP-LS Belanja Pegawai dan

Non Belanja Pegawai

(2) SPP-TUP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada
PPSPM paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya
persetujuan TUP dari Kepala KPPN.

(1) SPP-UP cliterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada
PPSPM paling larnbat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya
permintaan UP dari Bcndahara Pengeluaran.

Pasal41

Bagian Kedua
Pcnyelesaian SPP-UPJTUP

(4) Dalam hal PPK menolakjmengembalikan tagihan kareria
dokumcn pendukung tagihan tidak lengkap dan tidak
benar, PPK harus menyatakan secara tertulis alasan
penolakanj pengembalian tersebut paling lambat 2 (dua)
hari kerja sctclah diterimanya surat tagihan.

'.



(1)Pembayaran tagihan kcpada pcnyedia barangjjasa,
dilaksariakan berdasarkan bukti-bukti yang sah yang
meliputi:
a. Bukti perjanjianjkontrak;
b. Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor

rekening penyedia barangj jasa;
c. Berita Acara Penyelesaian Pckcrjaan;
d. Berita Acara Serah Terirna PekerjaanjBarang;
e. Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai keterituan;
f. Berita Acara Pembayaran;
g. Kuitan si yang telah ditandatangani oleh penyedia

barangj jasa dan PPK;
h. Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang

telah ditandatangani oleh Wajib PajakjBendahara
Pengeluaran;

1. Jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lcmbaga
keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam
peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan
barangj jasa pemerintah; danj atau

J. dokumen lain yang dipcrsyaratkan khususnya untuk
perjanjianj kontrak yang dananya sebagian naskah
atau seluruhnya bersumbcr dari pinjaman atau hibah
dalarrr/Iuar ncgeri sebagairnana diper syaratkan dalam
peqanJlan plnJaman atau hibah dalam/luar negeri
bersangkutan.

Pasal45

ketentuank. kesesuaian pre stasi pekcrjaan dengan
pembayaran dalam perjanjian j kontrak.

Pengujian terhadap SPP beserta dokumen pendukung yang
dilakukan olch PPSPM meliputi:
a. kelengkapan dokumen pendukung SPP;
b. kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda

tangan PPK;
c. kebenaran pengisian format SPP;
d. kesesuaian kode BAS pada SPP dengan

DIPAjPOKjRencana Kerja Anggaran Satuan Kerja;
e. ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dcngan

DIPAjPOKj Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja;
f. kebenaran formal dokumenj surat keputusan yang menjadi

persyaratanj kelengkapan pcmbayaran belanja pegawai;
g. kebenaran formal dokumcnj surat bukti yang mcnjadi

persyaratanjkelengkapan schubungan dengan pengadaan
barangj jasa;

h. kebenaran pihak yang berhak mcnerirna pembayaran
pada SPP sehubungan dengan perjanjianjkontrakjsurat
keputusan;

1. kebenaran perhitungan tagihan scrta kewajiban di bidang
pcrpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih;

J. kepastian telah terpcnuhinya kewajiban pcmbayaran
kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih
kepada negara; dan



(1) Penerbitan SPM oleh PPSPM dilakukan melalui sistcm
aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jendcral
Perbendaharaan.

(2) SPM yang ditcrbitkan melalui sistem aplikasi SPM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mernuat Personal
Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan
elektronik pada ADKSPM dari perierbit SPM yang sah.

(3)Dalam penerbitan SPMmelalui sistem aplikasi sebagaimana
dirriaksud pada ayat (1), PPSPM bertanggung jawab atas:
a. keamanan data pada aplikasi SPM;

Pasa148

(1) Seluruh bukti pengeluaran sebagai da sar penguJlan dan
penerbitan SPM disimpan oleh PPSPM.

(2)Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi bahan pemeriksaan bagi aparat pcmeriksa internal
dan eksternal.

Pasal 47

(4) PPSPM menolaky mcngembalikar. SPP yang memiliki
dokumen pendukung tidak lengkap dan tidak bcn ar,
diser tai alas an penolakan / pengembalian secara ter tuli s
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya SPP.

(3) PPSPM menerbitkan/menandatangani SPM terhadap SPP
yang mcmeriuhi ketentuan.

(2) F:PSPMmelakukan pemeriksaan dan pengujian SPP beserta
dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK.

kerja.

(1) Pengujian SPP sampai dcngan pcncrbitan SPM-
UP/TUP/GUP/ PTUP/LS olch PPSPM diatur sebagai
berikut:
a. untuk SPP-UP/TUP diselcsaikan paling lambat 2 (dua)

hari kerja;
b. untuk SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (ernpat)

hari kerja;
c. untuk SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari

kerja; dan
d. untuk SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari

Pasa146

(2) Pembayaran tagihan kepada Bcndahara Pengcluaran/pihak
lainnya dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah,
meliputi:
a. Surat Kcputusan;
b. Surat Tugas/ Sural Perjalanan Dinas;
c. Daftar penerima pembayaran; dan/ atau
d. Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan.



(1) Dalam hal tanggal 15 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50 ayat (2) mcrupakan hari libur atau hari yang dinyatakan
libur, penyampaian SPM-LS untuk pembayaran gaji induk
kepada KPPN dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja

Pasal 51

(1) PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat
2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan.

(2) SPM-LS untuk pembayaran gaji induk disampaikan
kepada KPPN paling lambat tanggal 15 sebelum bulan
pembayaran.

Pasal 50

(4)Khusus untuk periyarnpaian SPM atas beban
pinjaman/hibah luar negeri, juga dilampiri dengan Iaktur
pajak.

(3) Khusus untuk penyampaian SPM-LS dalam rangka
pembayaran jaminan uang muka atas perjanjian/kontrak,
juga dilampiri dengan:
a. Asli surat jaruinan uang muka;
b. Asli surat kuasa bernaterai cukup dari PPK kepada

Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan uang rrruka;
dan

c. Asli konfirmasi tertulis dari pimpinan penerbit jaminan
uang rrruka sesuai Peraturan Presiden mengenai
pengadaan barang/jasa pemerintah.

(2) Penyampaian SPM-UP/SPM-TUP/SPM-LS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
a. Penyampaian SPM-UP dilampiri dengan surat

pernyataan dari KPA;
b. Penyampaian SPM-TUP dilampiri dengan surat

persetujuan pernberian TUP dari Kepala KPPN;dan
c. Penyampaian SPM-LS dilampiri dengan Surat Setoran

Pajak (SSP) dan/ atau bukti setor lainnya, dan/ atau
daftar nominatif untuk yang lebih dari 1 (satu)
penerima.

(1) PPSPM menyampaikan SPM-UP/ TUP/GU/GUP
Nihil/PTUP /LS dalam rangkap 2 (dua) beserta ADK SPM
kepada KPPN.

Pasa149

Bagian Keenam
Penyampaian SPM kepada KPPN

b. kebenaran SPM dan kesesuaian an tara data pada SPM
dengan data pada ADKSPM; dan

c. penggunaan Personal Identification Number (PIN)
pad a ADKSPM.

II
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Pembayaran tagihan atas beban bclanja ncgara yang
bersumber dari penggunaan PNBP, dilakukan sebagai berikut:
a. Satuan Kerja pengguna PNBP menggunakan PNBP sesuai

dengan jenis PNBP dan batas tertinggi PNBP yang dapat
digunakan sesuai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

b. Batas tertinggi PNBP yang dapat digunakan sebagaima na
dimaksud pada huruf a merupakan maksirrium pencairan
dana yang dapat dilakukan oleh Satuan Kerja berkenaan.

c. Satuan Kerja dapat merigguriakan PNBP sebagaimana
dirnaksud pada huruf a setelah PNBP disetor ke kas negara
bcrdasarkan konfirrnasi dari KPPN.

d. Dalam hal PNBP yang ditetapkan penggunaannya sccara
terpusat, pembayaran dilakukan berdasarkan Pagu
Pericairan ses'uai Surat
Edaran/ Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

e. Besarnya pencairan dana P,NBPsecara keseluruhan tidak
boleh melampaui pagu PNBP Satuan Kerja yang
bersangkutan dalam DIPA.

f. Dalam hal rcalisasi PNBP melampaui target dalam DIPA,
penam bahan pagu dalam Dr PA dilaksanakan setelah
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Bagian Kctujuh

Pembayaran Tagihan yang Bersumber dari Penggunaan PNBP

(2)KPA terlebih dahulu menyampaikan konfirmasi/
pemberitahuan kepada Kepala KPPN dalam hal SPM
disa.mpaikan melalui kantor pos Zjasa pengiriman resrni
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

c. Dalarn hal SPM tidak dapat disampaikan secara
langsung ke KPPN, penyampaian SPM bescrta
dokumen pendukung dan ADK SPM dapat melalui
Kantor Posy Jasa Perigirirnan resmi.

(1) Penyampaian SPM kepada KPPN dilakukan oleh petugas
pengantar SPM yang sah dan ditctapkan oleh KPA
dengan ketentuan sebagai bcrikul:

a. Petugas Perigantar SPM menyampaikan SPM beserta
dokurnen pendukung dan ADKSPM melalui Front Office
Penerimaan SPMpada KPPN;

b. Petugas Pengantar SPM harus menunjukkan Kartu
Identitas Petugas Satuan Kerja (KIPS) pada saat
menyampaikan SPMkepada Petugas Front Office; dan
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sebelurn tanggal 15.

(2) Pclaksanaan ketenruan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikecualikan untuk Satuan Kerja yang kondisi geografis
dan transportasinya sulit, dengan mcmper hitungkan waktu
yang dapat dipertanggungjawabkan.

I'
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(1) Penyesuaian besaran UP dapat dilakukan terhadap Satuan
Kerja pengguna PNBP yang telah mcmper olch Maksimum
Pencairan (MP) dana PNBP melebihi UP yang tclah
diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1)
dan ayat (2).

(2)Dana yang berasal dari PNBP dapat dicairkan maksimal
sesuai formula scbagai berikut:

MP = (PPPx JS) - JPS

(1) Satuan Kerja pengguna PNBP yang belum memperoleh
Maksimurn Pencairan (MP) dana PNBP dapat diberikan UP
sebesar maksimal 1112 (satu perduabelas) dari pagu dana
PNBP pacta DIPA, maksimal sebesar Rp200.000.000,- (dua
ratus juta rupiah).

(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan untuk pengguna PNBP:
a. yang telah mernperoleh Maksimum Pcricairan (MP) dana

PNBP namun belum mencapai 1112 (satu pcrduabelas)
dari pagu dana PNBP pada DIPA; atau

b. yang belurn memperoleh Pagu Pencairan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 huruf d.

(3) Penggantian UP atas pemberian UP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah Satuan Kcrja
pengguna PNBP memperoleh Maksimum Pencairan (MP)
dana PNBP paling sedikit sebesar UP yang diberikan.
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Pasal 56

(1) Dalam hal UP tidak mencukupi dapat mengajukan TUP
sebesar kebutuhan riil 1 (satu) bulan dengan
memperhatikan batas Maksimum Pencairan (MP).

(2) Pembayaran UPITUP untuk Satuan Kerja Pengguna PNBP
dilakukan terpisah dari UPITUP yang berasal dari Rupiah
Murni.
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(1) Satuan Kerja pengguna PNBP dapat diberikan UP sebesar
20% (dua puluh person) dari rcalisasi PNBP yang dapat
digunakan sesuai pagu PNBP dalam DIPA maksimum
sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

(2) Realisasi PNBP sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
termasuk sisa Maksimurn Pencairan (MP)dana PNBP tahun
anggaran sebe1umnya.
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mendapat persetujuan Mcnteri Keuangan dcngan tembusan
kepada Direktur Jenderal Anggaran.
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Perierbitan SPP-LS, SPM-LS, dan SP2D:"LS atas tagihan
berdasarkan perjanjiany korrtrak dalam valuta asing (valas)
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Penerbitan SPP, SPM dan SP2D untuk kcgiatan yang
sebagian/ seluruhnya bersumber ciari Pinjama n dan/ atau
Hibah Luar Negeri, mengikuti ketentuan mengcnai katcgori,
porsi pembiayaan, tanggal Closing Date dan persetujuan
pembayaran dari pemberi pinjarnan dan/ atau hibah luar
negeri sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pencairan dana
Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri berkenaan.

Pasal 59

Bagian Kedelapan
Pernbayaran Tagihan untuk Kegiatan yang Bersumber dari

Pinjaman dan z atau Hibah Luar Negcri

(2) PPSPM menyarnpaikan SPM-UP/TUP/ PTUP/GUP/GUP
Nihil/ LS beserta ADKSPM kepada KPPNdengan dilampiri:

a. Dokumen pendukung SPM sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3);

b. Bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh KPPN;
dan

c. Daftar Perhitungan .Jurnlah Maksimum Pcncairan (MP)
dibuai sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang
Tata Cara Pcmbayaran dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(3)Untuk Satuan Kerja pengguna PNBP secara terpusat,
penyarnpaian SPM mengacu ketentuan sebagaimana
dimaksud cialam Pasal 49.

SPM­
yang

dalam

(1) Tata cara penerbitan dan pengujian SPP dan
UP/TUP/PTUP/GUP/ GUP Nihil/LS dari dana
bersumber dari PNBP mengacu pada mekanisme
Peraturan Menteri ini.
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(3) Sisa Maksimum Pencairan (MP)dana PNBP tahun anggaran
sebelurnnya dari Satuan Kerja pengguna, dapat
dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tahun
anggaran berjalan setelah DIPA disahkan dan berlaku
efektif.

MP = Maksimum Pencairan
PPP Proporsi Pagu Pengeluaran terhadap pendapatan

sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan

JS = Jumlah Setoran
JPS Jumlah Pencairan dana Sebelumnya sampai

dengan SPM terakhir yang diterbitkan

"
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KPA satuan kerja pusat, dekonsentrasi, dan tugas
pcmbarituan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
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BABVI

PERTANGGUNGJAWABANDANPELAPORAN

(2) Pengeluaran atas SP2D dengan surnber dana dari Pinjaman
darr/ atau Hibah Luar Negcri yang tidak sesuai dengan
ketent.uan sebagaimana diatur dalam dokumen Perjanjian
Pinjaman dany atau Hibah Luar Ncgeri, atau
pengeluaran sctelah Pinjaman dan y atau Hibah Luar Negeri
dinyatakan Closing Date dikategorikan sebagai pengeluaran
Ineligible.

(3)Atas pengeluaran yang dikategorikan Ineligible
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal
Perbendaharaan menyampaikan surat pemberitahuan
kepada Pimpinan Kemeriterian Negare /Lcmbaga dengan
tembusan kcpada Direktur Jenderal Anggaran.

(4) Penggantian atas pengeluaran yang dikategorikan Ineligible
sebagairnana dimaksud pada ayat (2) mcnjadi tanggung
jawab Kementerian Negara/Lernbaga yang bcrsangkutan
dan harus diperhitungkan dalam revrst DIPA tahun
anggaran berjalan at au dibebankan dalarn DIPA tahun
anggaran berikutnya.

(1) Dalam hal terjac1i penguatan ni1ai tukar (kurs) Rupiah
terhadap valas yang menycbabkan alokasi dana Rupiah
pada DIPA rnelampaui sisa Pinjaman danj atau Hibah Luar
Negeri, sebelum dilakukan penerbitan SPP, Satuan Kerja
harus melakukan perhitungan danj atau konfirmasi kepada
Executing Agency agar tidak terjadi pcrnbayaran yang
melampaui sis a Pinjaman danj atau Hibah Luar Negcri
berkenaan.
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(1) Pcnerbitan SPP-UPITUP, SPM-UPITUP, dan SP2D-UP JTUP
menjadi beban dana Rupiah Murni.

(2) Pertanggungjawaban dan penggantian dana Rupiah Murni
atas SP2D-UPjTUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan penerbitan SPP-GUP IGUP Nihill PTUP,
SPM-GUP/GUP Nihil/PTUP, dan SP2D-GUP/GUP
NihiljPTUP yang rnenjadi beban Pinjaman danjatau Hibah
Luar Negeri berkenaan.
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danj atau pembayaran ke luar negeri mcngikuti ketentuan
sebagai berikut:
a. Pcrjanjianjkontrak dalam valas tidak dapat dikonvcrsi ke

dalam rupiah; dan
b. Pcngajuan SPM diaampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta

VI.
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(1)KPA satuan kerja pusat menyampaikan laporan keuangan
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 65 kepada kepala unit
Eselon I selaku UAPPA-El.

(2)Kepala unit pelaksana teknis menyampaikan laporan
keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 kepada
unit Eselon I pembina selaku UAPPA-E1.

(3)Kepala SKPD dekonsentrasi clan tugas pembantuan
menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 65 kepada unit Eselon I pembina selaku
UAPPA-El.
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(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan aplikasi SAK
yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

(1)Bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berupa laporan
keuangan tingkat UAKPAmeliputi:

a. laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional,
laporan perubahan ekuitas disusun dan disampaikan
setiap bulan, semester I, dan tahunan;

b. penyampaian laporan keuangan semester I dan tahunan
sebagaimana dimaksud pad a huruf a disertai dengan
Catatan Atas Laporan Keuangan.
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d. laporan perubahan ekuitas (LPE);dan
e. catatan atas laporan keuangan (CaLK).

.Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64
huruf a terdiri atas:
a. laporan realisasi anggaran (LRA);
b. neraca;
c. laporan operasional (LO);
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Pertanggung.iawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
disampaikan dalam bentuk:
a. laporan keuangan;
b. laporan barang milik negara; dan
c. laporan kinerja.
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dan anggaran kepada kepala satuan kerja.
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(4) Laporan barang milik negara tingkat UAP[)B-E1
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bah an dalam
penyusunan laporan barang milik ncgara Lingkat
kerncnteriany U'Af'Byang disampaikan oleh Mcnlcri sclaku
pengguna barang kepada Mentcri Kcuangan sclaku
pengelola barang.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pacla ayat «l) clisusun
dengan aplikasi SIMAK-BMNyang mengacu pada sta ndar

(3)Unit Eselon I menyampaikan laporan barang milik ncgar a
tingkat UAPPB-E1 yang merupakan periggaburigan alas
laporan barang milik negara sebagaimana climaksud pada
ayat (2) kepada Menteri melalui Sekretari s .Icridcral clcngan
tembusan disampai.kan kepada Kopala Pusal Adrninistrasi
Keuangan dan Pengelolaan Aset selaku UAPB.

(2)Kepala satuan kerja pusat, dekonsentrasi, dan lugas
pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayaL (1)
menyampaikan laporan barang milik negara sctiap
semester dan tahunan kepada unit Eselon I pembina sclaku
UAPPB-El.

(1) Kepala satuan kerja pusat, dekonsentrasi, clan Lugas
pembantuan bertanggungjawab atas pelaporan barang
milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf
b yang berada pada satuan kerjanya.

Pasal 70

Laporan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 64 huruf b terdiri atas:
a. laporan persediaan;
b. laporan aset tetap;
c. konstruksi dalam pengerjaan;
d. laporan aset lainnya;
e. laporan barang bersejarah; dan
f. catatan ringkas barang.
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(1) KepaJa satuan kerja unit Eselon I menyarnpaikan laporan
keuangan tingkat UAPPA-E1 yang rncrupakan
penggabungan atas laporan keuangan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 65 kepada Mentcri melalui
Sekretaris Jenderal dengan tembusan disampaikan kepada
Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset
selaku UAPPA.

(2) Laporan keuangan tingkat UAPPA-E1 scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan dalam penyusunan
laporan keuangan tingkat kementeriarr/ UAPA yang
disampaikan oleh Menteri selaku pengguna anggaran
kepada Menteri Keuangan selaku bendahara urrrum ncgara.
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(1) Perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (1)
dan ayat (2) disertai Arsip Data Komputer dan dokumen
pendukung lainnya.

(2) Perubahan anggaran dekonsentrasi dan tugas pcmbantuan

Pasal74

(1) Perubahan yang bersifat mengubah isi dan rincian dalam
DIPA, diajukan oleh masing-masing Satuan Kcrja kepada
Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Percncanaan
untuk diproses lebih lanjut pada Kementerian Keuangan.

(2) Perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan oleh KPA pada
satuan kerja Pusat harus mendapatkan persetujuan
pejabat Kepala Satuan Kerjaj Eselon 1.

(3) Perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan oleh KPA pada
satuan kerja UPT harus mendapatkan persctujuan pejabat
Eselon I Pembina.

Pasal 73

Perubahan dokumen anggaran dapat dilakukan dengan
berpcdoman pada rencana pcmbangunan jangka mencngah
nasional dan rencana kerja pemcrintah yang telah ditetapkan.

Pasal 72

BABVII
PEI<UBAHANDOKUMENANGGARAN

(4)Berita Acara Rekonsiliasi antara satuan kerja dengan
Kantor Pelayarian Perbendaharaan Negara dan Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setiap bulan dan
setiap semester disarnpaikan kepada Unit Eselon I pembina
selaku UAPPB-El.

(3)Berita Acara Rekonsiliasi Internal antara Unit Akuntansi
Keuangan dan Unit Akuntansi Barang setiap bulan
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Unit Eselon I Pembina selaku UAPPAjB-El.

(2)Kepala satuan kerja pusat, UPT, dekonsentrasi, dan tugas
pembantuan menyampaikan Berita Acara Rekonsiliasi
Internal setiap semester sebagai syarat untuk melakukan
rekonsiliasi eksternal dengan Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang.

(1)Kepala satuan kerja pusat, UPT, dekonsentrasi, dan tugas
pcmbantuan sebelum menyampaikan laporan keuangan
dan laporan barang milik negara melaksanakan rekonsiliasi
internal antara Unit Akuntansi Keuangan dan Unit
Akuntansi Barang dalam bentuk Berita Acara Rekonsiliasi.
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akuntansi pemerintahan.
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(1) Petunjuk teknis kegiatan dekonsentrasi dan tugas
pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri ditetapkan
oleh masing-masing unit kcrja Eselon I Pembina eli
lingkungan Kernenterian Dalarn Negeri sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya dan berpedoman kepacla Peraturan
Menteri tentang pelimpahan dan penugasan urusan
pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri.
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(1) Gubernur dan BupatijWalikota melaksanakan tanggung
jawab sebagaimana climaksucl dalam Pasal 76 sesuai
alokasi clana dan kegiatan yang tercanturn clalam DIPA.

(2)Gubernur dan Bupati/Walikota menyelenggarakan kegiatan
dekonsentrasi danj atau tugas pembantuan lingkup
Kerncnterian Dalam Negeri berpedoman pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pelimpahan
clan penugasan urusan Kementerian Dalam Negeri.

(3)Gubernur clan BupatijWalikota menyelenggarakan
penatausahaan pelaksanaan anggaran clekonsentrasi
danj at au tugas pernbantuan sesuai alokasi clana clan
kegiatan yang clitetapkan clalam DIPA berclasarkan
rencana kerja dan anggaran.

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelirnpahan dan
penugasan urusan pemerintahan lingkup Kcmentcrian
Dalam Negcri yang diselenggarakan melalui mekanisme
pendanaan clekonsentrasi dan tugas pembantuan diatur
clengan Peraturan Menteri.

Pasa177

(1) Gubernur bertanggung jawab atas penyelenggaraan
dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Kementerian
Dalam Negeri cliprovinsi.

(2)Bupati/Walikota bertanggung jawab atas penyelenggaraan
tugas pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri di
kabupatenj kota.
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BAB VIII
DEKONSENTRASIDANTUGASPEMBANTUAN

Jenis dan bagian anggaran yang dapat diubah ser ta tata cara
perubahan clokumen anggaran berpecloman pacla peraturan
yang mengatur tentang Tata Cara Revisi Anggaran.

Pasal 75

yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan paling
sedikit dilampiri surat persetujuan dari pejabat Eselon I
Pembina.



TJAHJO KUMOLO

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 J anuari 2015
MENTERIDALAMNEGERI
REPUBLIKINDONESIA

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
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Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini,
maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2013
tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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BABIX
KETENTUANPENUTUP

(1)Barang yang diperoleh dari pelaksanaan dana
dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan barang
milik negara.

(2)Barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dihibahkan kepada daerah.

(3)Tata cara hibah barang milik negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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(3)Dalam melaksanakan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk
teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepala SKPD/KPA menetapkan POK

(2)Kepala unit Esclon I Pembina dekonsentrasi dan tugas
pembantuan menetapkan petunjuk pelaksanaan atau
petunjuk teknis operasional sebagai pedoman pelaksanaan
DIPAuntuk masing-masing SKPD.
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